Menimbang ‘a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk

Mengingat

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6095 TAHUN 2016
TENTANG
PEMEERIAN 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH ROGOJAMPI PENGATIGAN ROGOJAMPI
KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

menyelenggarakan madrasah sesuai dengan
nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif,

teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;

€. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang lzin
Operasional Pendirian Madrasah Aliyah ROGOJAMPI
PENGATIGAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI

Provinsi Jawa Timur.

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301});

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republfk Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
- 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

19+ Tahun 2005 . tentang Standar Nasional

5410); =

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4863); .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



Memperhatikan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Alivah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama [slam dan Bahasa Arab di Madrasah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun

e

12,

13.

2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupa ten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Meénteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam

pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 684);

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonésia Tahun 2015 Nomor 1733);

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan lslam Nomor 1385

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat:

. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan

Madrasah Nomor ; 688/Kw.13.2/5/PP.00.6/10/2016 Tanggal
20 Oktober 2016;

. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Banyuwangi Nomor:Kd. 15.30/4/PP.00/158/2016
Tanggal 4 Februari 2016:




ML L padea i

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTLISKAN

KEPUTUSAN MENTER! AOAMA TENTANG PEMBERIAN 12IN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH ROGOJAMPI
FENGATIOAN ROGOJIAMP] KADUPATEN DANYUWANDGI
FROVINSI JAWA TIMUR

 Memberikan zin operasional pendirian madrasah scbagaimana

lercantum  dalam Lampiran dan merupakan bagian tdak
terpisahkan dari Kepuiusan ini.

: Bagi Madrasah Aliyah seirlnh jangka waktu 4 (empat) tahun,

Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib

a Menyvampaikan laporan perkembangan madrasah  kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memual paling
sedikt. perkembangan jumlah pesertn didik, pelaksanaan
kKurkulum, pelahsansan  pemenuban swndng saeapn
prasarana, dan pelaksanann pemenuhan staodng  pendsd ik
idan tenagn kependidikan, dan/atau

b. Mengajukan pendaliaran visitasl akreditasi sekolah /madiasah
kepada BAP-S/11 sesusl ketentuan peraturan perundang:
undangan,

‘Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimans dimuksud

dalam Dikium Kedua huruf a dinilad memenuhl  standar
pelayanan minimal penyelenggarann pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimona dimaksud Dikium Kedua hurul b
mendapat  peringkat minimal C, maka i#in  operasional
scbagnimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

‘Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasi
akreditani sebagaimana dimaksud Dikium Kedus hurul b udak
mendapat  peringkal  minimal ¢, maka &in  operasional
sebagaimana dimaksud dalam Dikium Kesatu dicabut

Keputusan inh mulal berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di §
pada tanggal 10 November 2016




LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6095 TAHUN 2016

TENTANG

FEMBERIAN  IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
ROGOJAMPI FENGATIOAN
ROGOJAMP] HABUPATEN
HANYUWANG] PROVINST JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN 1ZIN OPCRASIONAL

| Nama Modrisah

MADRASAH ALIYAH ROGOJAMPI
FENOGATIOAN ROGOJAMPI KABUPATEN
BANYUWANGI

2 | Nomor Statistlk Madrasah 131235100045
| 3 | Alamat Madrasah JL. SONGGON
DESA/KELURAHAN PENGATIGAN
| KECAMATAN ROGOJAMP!
| KABUPATEN HANYUWANGI
PROVINS] JAWA TIMUR
% | Bama Organisasi Penvelenggara | YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUS
SYAFA'AT
5 | Alte Notaris Organisasi | NO. 165, RADEN MAS SOEDIARTO
Penvelenggara SOENARTO, SH., SpN,
6 |Pengesahan  Akte  Notaris | AMU-0007201,AH.01 04 TAHUN 2015 |
Urganisasi Penyelenggora 20 ME1 2015




